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ABSTRACT

POLICY GOVERNANCE OF LAMPUNG TOURISM DEVELOPMENT
POST-COVID-19 PANDEMIC IN THE NEW NORMAL ERA
(StudyDinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)

By :
NYIAYU KARTIKA PURNAMASARI

The Regional Tourism Development Master Plan (Ripparda) of Pesawaran
Regency, Pesawaran Regency Government emphasized that the vision of
Pesawaran Regency's tourism development is to become a leading and highly
competitive tourist destination for the welfare of the community. Great tourism
potential to be developed in Pesawaran Regency, including beaches, mountains,
waterfalls, islands, and plantations that are interesting to visit as tourist
destinations. The tourism sector has been predicted as the second largest source
of foreign exchange contribution for Indonesia.

Since early 2020, the tourism sector has experienced a significant weakening
due to Covid-19. The implementation of large-scale restrictions and lockdowns
during the pandemic certainly had a huge impact on tourism in Indonesia,
especially Lampung tourism. A number of stimuli prepared by the government to
revive the tourism sector were unable to stem the negative impact of this
epidemic, including coordination with related institutions to save the tourism
sector, preparing cooperation with hotel chains to be converted into residences
for medical personnel and task forces in various regions.

The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative
approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation.
The results of this study indicate that the Lampung Tourism Development Policy
Governance after the Covid-19 Pandemic In the New Normal Era it can be
concluded that the Pesawaran Regency Tourism Governance Policy has used the
concept of metagovernance with the application of one village one destination
post-covid-19. During the start of the Covid-19 pandemic, it had a very bad
impact on the tourism sector in Pesawaran Regency.

Keywords : Policy, Metagovernance , Tourism



ABSTRAK

TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA LAMPUNG
PASCA PANDEMI COVID-19 PADA ERA NEW NORMAL
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)

OLEH:
NYIAYU KARTIKA PURNAMASARI

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten
Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa Visi
pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah menjadi destinasi wisata
unggulan dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi
pariwisata yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pesawaran antara lain
mulai dari pantai, pegunungan, air terjun, pulau, serta perkebunan yang menarik
untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata sektor pariwisata selama ini digadang-
gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia.

Semenjak awal 2020, sektor pariwisata mengalami pelemahan yang
signifikan karena Covid-19. Diterapkan kebijakan pembatasan skala besar dan
lockdown selama pandemi tersebut tentunya memberikan dampak yang begitu
besar terhadap kepariwisataan yang ada di Indonesia terkhusus pariwisata
Lampung. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan
sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif wabah ini diantaranya
koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk dapat menyelamatkan sektor
wisata, menyiapkan kerja sama dengan jaringan hotel untuk dialih fungsikan
menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara,
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tata Kelola Kebijakan
Pengembangan Pariwisata Lampung Pasca Pandemi Covid-19 Pada Era New
Normal dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Tata Kelola Pariwisata Kabupaten
Pesawaran telah mengunakan konsep metagovernance dengan pengaplikasian one
village one destination pasca covid-19. Dalam masa dimulainya Pandemi Covid-
19 telah memberikan dampak yang sangat buruk pada sektor pariwisata di
Kabupaten Pesawaran.

Kata Kunci : Kebijakan, Metagovernance, Pariwisata.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki
potensi besar di bidang pariwisata. Hal ini terbukti dari besarnya animo wisatawan
khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Provinsi Lampung.
Dalam lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami
pertumbuhan sekitar tujuh kali lipat. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi
Lampung antara lain dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten
Pesawaran. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda)
Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa Visi
pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah menjadi destinasi wisata
unggulan dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi
pariwisata yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pesawaran antara lain
mulai dari pantai, pegunungan, air terjun, pulau, serta perkebunan yang menarik

untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata.

Suatu pembangunan dikatakan optimal ketika potensi yang dimiliki wilayah
tersebut dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan, dengan
mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengelola sumber daya
yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya
manusia, maupun sumber daya penunjang seperti modal dan teknologi informasi.
Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan
untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain. Desa yang merupakan bagian dari
daerah memiliki kontribusi besar untuk kemajuan suatu daerah. Di beberapa

daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata.



Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam
melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah. Komponen pelaku utama
yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan antara lain pemerintah,
dunia usaha atau industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama,

pers, LSM, dan akademisi).

Dalam kehidupan di negara modern saat ini, kegiatan pembangunan termasuk
pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya
sebuah kebijakan yang baik pula. Dengan demikian dibuthkan adanya kolaborasi
khususnya insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan
pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang
mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan
yang baik dalam kepariwisataan. Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis,
pembahasan tentang teori-tori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan
seringkali tidak terlalu diperhatikan. Orang yang mendengar istilah “kebijakan
pembangunan kepariwisataan” pada umumnya secara otomatis akan
memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah

dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan.

Sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa
terbesar kedua bagi Indonesia. Namun semenjak awal 2020, sektor pariwisata
mengalami pelemahan yang signifikan karena Covid-19. Diterapkan kebijakan
pembatasan skala besar dan lockdown selama pandemi tersebut tentunya
memberikan dampak yang begitu besar terhadap kepariwisataan yang ada di
Indonesia terkhusus pariwisata Lampung. Sejumlah stimulus yang disiapkan
pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung
dampak negatifwabah ini diantaranya koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait
untuk dapat menyelamatkan sektor wisata, menyiapkan kerja sama dengan
jaringan hotel untuk dialih fungsikan menjadi tempat tinggal para tenaga medis
dan gugus tugas di berbagai daerah. Oleh karenanya pemerintah beserta seluruh
elemen kepariwisataan berupaya bersama meningkatkan kepercayaan terhadap
wisatawan dengan diadakannya sosialisasi, pelatihan dan publikasi kepada para

pelaku dan masyarakat melaui berbagai kanal.



Berkaca dari negara lain yang telah pulih dari dampak Covid-19, maka
pemerintah membuat salah satu kebijakan menerapkan standar kenormalan baru
atau yang biasa disebut dengan New normal. Kondisi ini memungkinkan
masyarakat untuk beraktifitas kembali seperti biasanya dengan mengikuti standar
protokol kesehatan pemeintah pusat. telah dipersiapkan terutama pada sektor
pariwisata, Pemerintah melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata
yang telah memasuki era New normal dengan melibatkan para pelaku industri
dimulai dari melakukan simulasi, sosialisasi dan publikasi kepada publik,

tentunya dengan pengawasan secara ketat dan disiplin.

Proses pemulihan sector wisata ini dilakukan diseluruh provinsi di Indonesisa,
termasuk provinsi Lampung. Dari sekian banyak kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Lampung sendiri, salah satu daerah yang digadang untuk bisa melakukan
pemulihan sector pariwisata adalah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran
mempunyai pantai-pantai eksotis di Provinsi Lampung dengan jumlah pulau-
pulau kecil terbanyak di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran memiliki garis
pantai sepanjang 96 km dan Luas Perairan laut 689 km? meliputi pantai Teluk
Lampung yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda serta memiliki pulau-
pulau kecil sebanyak 37 buah terletak di Teluk Lampung. Luas wilayah
Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km?. Kabupaten Pesawaran memiliki 11
kecamatan yaitu : Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima,
Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way
Ratai, Teluk Pandan.

Sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu
sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan,
mengingat potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Pesawaran sangat
beragam meliputi obyek wisata daerah pantai, dataran rendah sampai daerah
pegunungan di beberapa Kecamatan. Bidang pariwisata merupakan salah satu
sektor ekonomi potensial yang dimiliki Kabupaten Pesawaran untuk
dikembangkan sebagai sumber penghasilan guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).



Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli
Daerah(PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2017-2020

Tahun Pendapgta_n Sektor Kenaikan Persentase (%)
Pariwisata
2017 Rp.27.013.204.794 - -
2018 Rp.32.195.531.029 Rp.5.182.326.235 19%
2019 Rp.38.673.529.071 Rp.6.477.998.042 20%
2020 Rp.46.605.823.538 Rp.7.932.294.467 21%

Sumber : BPS Pesawaran dalam angka, 2020.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Sektor Pariwisata di
Kabupaten Pesawaran dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan yang
cukup signifikan dari setiap tahunnya. Pada tahun 2017, sebesar
Rp.32.195.531.029 dengan besar perkembangannya yaitu 19% dari tahun
sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 perkembangannya sebesar 20% dari
tahun 2016. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar
Rp.46.605.823.538 dengan perkembangannya yaitu 21% dari tahun 2018. Pada
tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.51.876.105.748, namun
perkembangannya mengalami penurunan menjadi 11% dari tahun 2020.

Tabel 1.2. Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Pesawaran

No Tahun Jumlah Pengunjung
1 2017 593.556
2 2018 630.601
3 2019 744.100
4 2020 442.439

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran (2020)

Berdasarkan data di Tabel 1.2 tersebut adanya pertumbuhan 15% per tahun yang
berkunjung ke Kabupaten Pesawaran. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten
Pesawaran memiliki keindahan alam sehingga menarik para wisatawan untuk
berkunjung ke daerah ini. Dengan begitu wisata yang terdapat di Kabupaten
Pesawaran mempunyai nilai jual dari wisatawan dan harus lebih dipromosikan
agar lebih tertarik ke daerah sehingga dikenal oleh wisatawan yang dapat
memajukan objek wisata-wisata yang berada di Kabupaten tersebut. Pada masa
pandemi Covid 19 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pesawaran
menurun drastis menjadi 442.439 orang, pada tahun sebelumnya jumlah
kunjungan sebelum terjadinya pandemi Covid 19 sebanyak 1.021.518 orang

(Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2020).



Untuk meendukung proses pemulihan pariwisata Kabupaten Pesawaran,
diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait. Proses
pemulihan ini juga membutuhkan berbagai kebijakan yang dapat menjadi
penopang dalam berbagai situasi yang dapat terjadi dimasa depan. Untuk dapat
membuat kebijakan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka
panjang, diperlakukan pemahaman mengenai dampak positif dan dampak
negatif yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan kepariwisataan. Bila dampak
negatif dimaksud dapat diketahui, diperbaiki dan dikelola secara memadali,
kemudian dampak positifnya dibangun maka dapat ditunjukan bukti bahwa
kepariwisataan merupakan fator yang sangat penting dalam proses
pembangunan masyarakat. Kebijakan dibidang kepariwisataan harus dipandang
sebaggai sesuatu yang tidak lagi bersifatkovensional, yaitu hanya dalam
kaitanya dengan produk wisata (yaitu daya tarik wisata,aksebilitas dan
amenitas). Isu ini harus dianggap meliputi segala aspek dibidang kebijakan

publik yang terkait dengan kepariwisataan (Kagungan, 2019)

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: Tata Kelola Kebijakan Pengembangan
Pariwisata Lampung Pasca Pandemi Covid-19 Pada Era New normal (Studi

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah tata kelola kebijakan pengembangan pariwisata Lampung pasca
pandemi Covid-19 pada era new normal?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk menganalisis tata kelola kebijakan pengembangan pariwisata Lampung

pasca pandemi Covid-19 pada era new normal.



1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan

sebagaiberikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan
dan pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang
berkaitan dengan tata kelola kebijakan pengembangan pariwisata Lampung
pasca pandemi Covid-19 pada era new normal.

2. Secara praktis, bagi kepala desa, dapat dijadikan referensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan tata kelola
kebijakan pengembangan pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19 pada

era new normal.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tata kelola kebijakan

pengembangan pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19 pada era new

normal dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti

No (Tahun) Judul Hasil Penelitian
1 Endah Rencana Tata Kelola | Salah satu destinasi pariwisata
Trihayuningt Destinasi Pariwisata | yang memiliki tujuan sebagai
yas(2018) Kawasan Pulau Camba- | kawasan wisata bahari adalah
Cambang dan Sekitarnya | Kabupaten ~ Pangkajene  dan
di Kabupaten Pangkajene | Kepulauan  Provinsi  Sulawesi
dan Kepulauan Selatan. Kabupaten ini memiliki
keingnan  untuk  menjadikan
pariwisata sebagai salah satu
sektor unggulan. Dalam dua
dekade terakhir pada perspektif
internasional menunjukan bahwa
pola  pengelolaan  kolaboratif
dalam konteks pariwisata semakin

mengemuka.

2 Dian Herdiana | Rekomendasi Kebijakan | Para pelaku usaha pariwisata
(2020) Pemulihan Pariwisata | dalam  perannya  memulihkan
Pasca Wabah Corona | sektor pariwisata pasca Covid-19
Virus Disease 2019 | secara internal halus melakukan
(Covid- 19) di Kota | penyusunan kembali arah
Bandung perkembangan  bisnis  pasca
Covid-19, serta melakukan re-

manajemen sumber daya manusia
yang selama wabah Covid-19
banyak pegawai berstatus
dirumahkan tetapi tetap menjadi
tanggung jawab pelaku usaha
pariwisata. Secara eksternal para
pelaku usaha harus melakukan
Komunikasi dan koordinasi




Nama Peneliti

No (Tahun) Judul Hasil Penelitian
Marianna Tourism and Covid- 19: | Penelitian ini membahas dampak
Sigala | Impacts and implications | utama, perilaku dan pengalaman
(2020) for  advancing  and | yang dialami oleh tiga pemangku
resetting industry and | kepentingan pariwisata utama
research (yaitu  permintaan  pariwisata,
organisasi manajemen pasokan
dan destinasi serta pembuat
kebijakan) selama tiga tahap
Covid-19 (respons, pemulihan,
dan pengaturan ulang). Ini
memberikan gambaran umum
tentang jenis dan skala pariwisata
dampak Covid-19 dan implikasi

untuk penelitian pariwisata.
Dra. Dian | Kebijakan Strategi yang dilakukan
Kagungan Penatakelolaan Pemerintah Kabupaten
(2019) Pariwisata Pesawaran dalam
Di Daerah Otonom Baru | penatakelolaan area wisata
Strategi Penatakelolaan | menuju  industri  pariwisata
Pariwisata Kabupaten berbasis kearifan lokal

Pesawaran Menuju
Industri Pariwisata
Mandiri Berbasis
Kearifan Lokal “One
Village One Destination

dilakukan melalui program One
Village One Destination (satu
desa satu destinasi wisata).
Penatakelolaan pariwisata
Kabupaten Pesawaran menuju

industri  pariwisata  mandiri
berbasis kearifan lokal,
dilakukan antara lain melalui

gerakan Sadar Wisata, citra dan
produk wisata, serta jalinan
kerjasama dan koordinasi lintas
sektoral.

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya

telah membahas mengenai pengelolaan wisata baik sebelum dan sesudah adanya

Covid 19. Pada penelitian ini novelty atau kebaruan yang ingin dihasilkan dari

penelitian ini adalah tata kelola kebijakan pengembangan pariwisata Lampung

pasca pandemi Covid-19 pada era new normal berdasarkan berfokus pada teori

metagovernance.




2.2

Tinjauan Manajemen
2.2.1 Pengertian Manjemen

Pengertian manajemen menurut Terry dalam Hasibuan (2011:8) merupakan
proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian, yang
dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnnya. Selanjutnya manajemen menurut
hasibuan (2011:2) adalah ilmu seni dan mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk
mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Stoner dalam Badrudin (2013:3)
manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan
sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.

Dari pengertian diatas mengenai manjemen oleh beberapa ahli tersebut, maka
manjmen merupakan kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber
daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, yang dimana tujuan
tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efesien.

2.2.2 Fungsi Manajemen

1)

2)

Menurut Fayol dalam Badrudin (2013:15) fungsi manajemen terdiri dari :
Planning (Perencanaan), pembatasan yang komplekk merumuskan perencanaan
sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila itu di capai, siapa yang
bertanggung jawab, dan mengapa penetapan harus dicapai. Dalam perencanaan
disusun dan ditetapkan, oleh karena itu lebih tepat planning dirumuskan sebagai
penetapan tujuan.

Organizing (Pengorganisasian), organizing merupakan pengelompokan kegiatan
yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi
setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat
hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat
merumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manjemen dalam mengelompokan
orang-orang serta penerapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab
masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna

dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
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3) Commanding, adalah fungsi manjemen yang berhubungan dengan usaha
memberi bimbingan, sara, perintah atau interaksi kepada bawahan dalam
melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan baik dan
benar-benar tertuju kepada realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

4) Coordinating (Koordinasi), merupakan asalah satu fungsi manajemen untuk
melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan,
kekosonan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatuhkan, dan
menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah
dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha tersebut antara lain memberi
intruksi perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan,
bimbingan atau nasihat, mengadakan coaching serta teguran.

5) Controlling (Pengawasan), sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan
pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan

benar sesuai tujuan semula.

Dari beberapa pendapat ahli tentang fungsi manajemen, salah satu fungsi
manjemen Yyang akan dikupaskan dalam penelitian ini adalah koordinasi.
Koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi itu sangat penting karena
tanpda adanya koordinasi dalam suatu organisasi tidak akan tercapai suatu tujuan

oraganisasi yang efektif dan efesien serta tidak kerjasama yang baik.

2.3 Tinjauan Tentang Tata Kelola
Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks
GCG, governance disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report (Muh Arief
Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem
pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko
yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka

panjang.

Lembaga Corporate Governance di Malaysia, yaitu Finance Commitee on
Corporate Governance (GCCG) mendefinisikan corporate governance sebagai

proses dan sruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis
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serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas
perusahaan (Muh Arief Effendi, 2009: 2).

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan
sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun
pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna.

(Siswanto, 2006:24). Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu

(Siswanto, 2006:3):

1. Perencanaan (planning) vyaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk
menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu
serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan
tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah
pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut
terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus
dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan
menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan
mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang
direncanakan.

2. Pengorganisasian (Organizing) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan
dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota
kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara
mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

3. Pengarahan (directing) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan
petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada
orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian
tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah
memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan
pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang
diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harusjelas dan realistis.
Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada
bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah
utunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian

pekerjaan akan mengalami keterlambatan.
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4. Pemotivasian (motivating) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang
dilakukanoleh seorang atasan dalam memberikan inspiransi, semangat, dan
kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan
suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi
yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen
berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan
tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari
masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan
tempat.

5. Pengendalian (controlling) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan
demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan
tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan
pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk
mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan
untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian
dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan
dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti
bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing

bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

2.4 Tinjauan Tentang Kebijakan

2.4.1 Pengertian Kebijakan
Dunn dalam Nugroho (2012: 729) merumuskan kebijakan publik sebagai
pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai
kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam
wilayah yurisdiksinya. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang
dikerjakan atau tidak dikerjakan olehpemerintah, mengapa suatu kebijakan
harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi

pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat
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yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak
menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada
yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah

harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Definisi lainnya mengenai kebijakan dikemukakan oleh Fredrich dalam
Agustino (2008:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian
tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan atau kesulitan dan kemungkinan atau kesempatan dimana
kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi suatu persoalan
untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu
menurut David Easton dalam Nugroho (2009:47) mendefinisikan kebijakan
sebagai akibat aktivitas pemerintah (the impact of government activity),
artinya kebijakan yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan
pemerintah. Secara sederhana menurut Nugroho (2009:85) kebijakan dapat
diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang

bersangkutan.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2012: 17)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung
kondisi- kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan
publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain
misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-
faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Kagungan
(2020:26) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit
pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa
definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
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Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks
karenamelibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh
karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji
kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik
kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk
memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian,
beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang
berbeda (Kagungan, 2010:36)

Berdasarkan definisi tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan
adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang telah diusulkan atau
ditetapkan oleh sekelompok actor pemerintah yang dilaksanakan atau tidak
dilaksanakanguna menyelesaikan masalah-masalah publik demi tercapainya

tujuan yang telah ditetapkan.

2.4.2 Tahap-Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang melibatkan banyak proses

maupun variabel yang harus dikaji. Dalam mengkaji kebijakan terdapat proses-

proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahap. Menurut Dunn

(2012:36) tahap-tahap kebijakan adalah:

1. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
publik. Beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus
kebijakan. Pada tahap ini masalah ditetapkan menjadi fokus pembahasan
adapun juga masalah yang ditunda-tunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap ini
masing- masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan
Banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan,
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pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan
dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau
putusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan
yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersiang. Beberapa
implemetnasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak
yang diinginginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi
masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau Kriteria-
kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah
dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau

belum.

2.5 Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata
2.5.1 Definisi Pariwisata
Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan
perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi
ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno dalam Yuliani,
2013: 453). Menurut Soekadijo (2010) pariwisata secara singkat dapat
dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan
wisatawan. Menurut Karyono (2017), Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan

melayanikebutuhan wisatawan.

Menurut Suwantoro (2004), istilah pariwisata berhubungan erat dengan
pengertian perjalanan wisata yaitu sebagai sesuatu perubahan tempat tinggal
sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alas an dan bukan

untuk melakukan kegiatan untuk menghasilkan upah dengan demikian dapat
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dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan
seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan

dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.

2.5.2 Jenis Pariwisata

Menurut buku Panduan SKK dan TKK Saka Pariwisata yang diterbitkan

olen Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2011, 13-17), berdasarkan

potensinya, ada beberapa jenis wisata yaitu:

1. Wisata Budaya
Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk
memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan
kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri,
mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara
hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini
disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam
kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama,
seni music, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan
dan sebagainya.
2. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air,
lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar,
menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar,
balapan mendayung, melihat- lihat taman laut dengan pemandangan
indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang
banyak dilakukan di daerah-daerah atau Negara-negara maritime, di
Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya. Di Indonesia banyak
tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, seperti
misalnya pulau-pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, Pantai
Pulau Bali dan pulau-pulau kecil disekitarnya, taman laut di
Kepulauan Maluku dan sebagainya. Jenis ini disebut pula Wisata Tirta.
3. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) Untuk jenis wisata ini
biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang

mengkhususkan usaha- usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat
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atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan
sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan
pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang
atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang
memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat.
Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam,
kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan
marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat
di tempat- tempat lain.

. Wisata Konvensi

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan
wisata konvensi. Berbagai Negara pada dewasa ini membangun wisata
konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan
ruanganruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konfrensi,
musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat
nasional maupun internasional.

. Wisata Pertanian (Agrowisata)

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah
pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek
pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana
wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan
untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati
segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai

jenis sayur-mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.

. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki
daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah
dan digiatkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini
diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
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6. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat
istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.
Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke
tempat-tempat suci, ke makan-makam orang besar atau pemimpin
yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat,
tempat pemakanan tokoh atau pemimpinsebagai manusia ajabi penuh
legenda. Wisata ziarah ini banyak dihungkan

dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu,
kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan

memperoleh berkah dan kekayaan melimpah.

Menurut Spillane (2017:89), jenis pariwisata dikelompokkan berdasarkan
tujuan dan motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan
wisata, diantaranya:

1. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)
Merupakan jenis pariwisata yang memiliki tujuan untuk mengetahui
suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya dalam
mengisi liburan guna memperoleh udara segar atau untuk
menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari.

2. Pariwisata Untuk Rekreasi (Recreation Tourism)

Adalah jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang
berliburuntuk memulihkan kesegaran jasmani maupun rohani.

3. Pariwisata Untuk Kebudayaan (Cultural Tourism)

Merupakan jenis pariwisata yang dilakukan orang-orang yang sedang
berlibur untuk mengetahui adat-istiadat, sejarah, seni budaya dan
agama.

4. Pariwisata Untuk Olahraga (Sports Tourism) Merupakan pariwisata
yang dilakukan dalam rangka untuk melatih ketangkasan jasmani dan
menyegarkan rohani. Jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori :

a. Big Sports Event, yaitu pariwisata yang dilakukan karena adanya
peristiwaolahraga besar seperti Olympiade Games, World Cup, dan

lain-lain.
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b. Sports Tourism of the Practitioner, yaitu pariwisata olahraga bagi
yang ingin berlatih dan mempraktekkannya sendiri, seperti
pendakian gunung, olahraga basket, sepak bola, dan lain-lain.

6. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism)
Merupakan jenis pariwisata yang dilakukan karena adanya pekerjaan
yang harus dilakukan di suatu daerah atau suatu Negara.

7. Pariwisata Untuk Berkonvensi (Convention Tourism) merupakan
pariwisata dalam rangka mengikuti suatu acara atau kegiatan seperti
seminar, pameran, konferensi dan lain sebagainya yang diselingi

dengan kegiatan wisata di waktusenggangnya.

2.5.,5 Pengembangan Objek Wisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi pengembangan adalah
hal, cara atau hasil kerja mengembangkan. Mengembangkan berarti
membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik. Pengembangan
pariwisata dapat diartikan usaha atau cara untuk menjadi lebih baik segala
seuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat sehingga semakin
menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik wisatawan
untuk berkunjung (Anon, 2015).

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk
mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya
pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang
berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan
pengembangan pariwisata. (Anom, 2015) Terdapat beberapa jenis
pengembangan, yaitu :

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang
tadinya tidak digunakansebagai atraksi.

2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah
digunakan sebagai atraksi.

3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang

dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat
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atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebihluas, dengan meraih
pangsa pasar yang baru.

4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk
meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya
pengeluaran sekunder oleh pengunjung.

5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang
berpindah dari satu tempatke tempat lain dimana kegiatan tersebut

memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat (5) bahwa daya tarik wisata adalah segala

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Suwantoro dalam

bukunya Dasar-dasar Pariwisata mengatakan bahwa obyek wisata dan daya

tarik wisata dikelompokkan atas :

1. Penguasaan obyek dan daya tarik wisata

2. Umumnya daya suatu obyek wisata berdasarkan pada: a) adanya
sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan
bersih, b) adanya aksesbilitas yang tinggi, c) adanya ciri khusus yang
bersifat langka, d) adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani
para wisatawan yang hadir.

3. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alamnya.

4. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai
khusus dalam bentuk atraksi kesenian (Anon., 2015).

Berdasarkan beberapa pengertia di atas maka menurut peneliti pengembangan
obyek wisata sangat diperlukan dalam rangka pelayanan bagi wisatawan baik
lokal maupun mancanegara. Pengembangan objek wisata harus meliputi
prioritas pengembangan maupun penunjang yang ada di pusat lokasi wisata.
Obyek wisata menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke lokasi

wisata.
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2.5.6 Potensi Pengembangan Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi merupakan kemampuan
yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan;
kesanggupan; daya. Potensi dalam konteks pariwisata, dapat diartikan
sebagai segala hal sumber daya yang bisa dikembangkan guna mendukung
pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Potensi yang
terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa potensi alam,
potensi budaya, potensi wisata buatan hasil manusia. Daya tarik wisata
(Potensi Wisata) adalah potensi alamiah atau binaan atau hasil rekayasa akal
budi yang menjadi fokus pariwisata.

Menurut Suwardjoko (2017:45) pengembangan obyek wisata harus
memenuhi dua hal yaitu penampilan eksotis suatu obyek pariwisata dan
pemenuhan kebutuhan manusia sebagai hiburan waktu senggang/leissure.
Dengan kata lain pengangkatan suatu potensi wisata bisa dikatakan berhasil
jika penampilannya unik, khas dan menarik dan waktu pelaksanaannya
sesuai dengan waktu luang yang dimiliki calon wisatawan. daya tarik wisata
digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Potensi Alam Bentang alam, flora, dan fauna adalah daya tarik wisata
yang sangat menarik. Alam menawarkan jenis pariwisata aktif maupun
pasif disamping sebagai objek penelitian/studi atau wisiawisata.
Soekadijo (2010) mengelompokkannya dalam lima golongan, yakni:

a. Melakukan kegiatan-kegiatan di alam terbuka, misalnya: berjemur
di pantai, menyelam, berburu, panjat tebing.

b. Menikmati suasana alam, seperti: menikmati keindahan alam,
kesegaran iklim pegunungan, ketenangan alam pedesaan.

c. Mencari ketenangan, melepaskan diri dari kesibukan rutin
seharihari, beristirahat, tetirah.

d. Menikmati “rumah kedua”, menikmati tempat tertentu, tinggal di
pesanggrahan (bungalow, villa) miliknya atau sewaan, atau
mendirikan tempat berteduh sementara berupa tenda, atau
menggunakan caravan.

e. Melakukan widiawisata; alam menjadi objek studi, mempelajari
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flora dan fauna tertentu.

2. Potensi Budaya Kekayaan budaya daerah, upacara adat, busana daerah
(yang juga menjadi bagian busana nasional), dan kesenian daerah
adalah potensi-potensi yang dapat menjadi daya tarik wisata bila dikemas
dan disajikansecara professional tanpa merusak nilai-nilai dan norma-norma
budaya aslinya.

3. Potensi Manusia harus ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek
pariwisata. Manusia dapat menjadi atraksi pariwisata dan menarik
kunjungan wisatawan bukan hal yang luar biasa. Sudah tentu, manusia
sebagai atraksi pariwisata tidak boleh direndahkan kedudukannya

hingga kehilangan martabatnyasebagai manusia.

Menurut Soemanto (2017: 35) pengembangan Obyek dan Daya Tarik
Wisata (ODTW) yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan
membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari
masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha
maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsi nya
dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan
Obyek dan Daya Tarik Wisata. Daya tarik dalam obyek wisata merupakan
salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya peningkatan dan
pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Keberadaan Obyek dan
Daya Tarik Wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu kegiatan
wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuatpengunjung
atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan

daya tarik yang dimiliki obyek wisata tersebut.

Menurut Pratiwi (2015: 1074) pengembangan kepariwisataan membawa
banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan
kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sector
andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan
sector lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat,

pendapatan daerah dan pendapatan Negara serta penerimaan devisa
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meningkat melalui usaha pengembangan dan pendayagunaan berbagai
potensi kepariwisataan. Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara
untuk membuat suatu obyek wisata menjadi menarik dan dapat membuat

para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya.

Menurut Yoeti dalam Farrah (2017) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan pariwisata adalah:

1. Wisatawan (Tourism)

Karakteristik wisatawan harus diketahui, dari mana mereka datang, usia,
hobi, status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa mereka
melakukan perjalanan. Kunjungan wisata sendiri dipengaruhi oleh
beberapa motif wisata, seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan
motif prestise.

2. Transportasi
Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak
dari satu tempat ke tempat yang lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi
pergerakan tersebut adalah konektifitas antar daerah, tidak ada
penghalang, sertatersedianya sarana angkutan. Transportasi wisata harus
menyediakan fasilitas- fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan
kepada wisatawan.

3. Atraksi/Obyek wisata
Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang
berkunjung. Atraksi wisata tersebut antara lain fasilitas olahraga, tempat
hiburan, museum dan peninggalan sejarah dan sebagainya.

4. Fasilitas pelayanan Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu obyek
wisata adalah ketersediaan akomodasi (hotel), restoran, prasarana
perhubungan, fasilitas telekomunikasi, perbankan, petugas penerangan,
dan jaminan keselamatan. Selain syarat fasilitas dan pelayanan fasilitas,
hotel akan berfungsi dengan baik sebagai komponen pariwisata jika
memenuhi persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi menuntuk lingkungan
yang dapat mendukung citra hotel, demikian juga dengan syarat
aksesibilitas yang menuntuk hotel harus mudah ditemukan dan mudah

dicapai.
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2.6 Konsep Metagovernance
Ditingkat urgensi saat ini, dimana covid-19 sudah berubah statusnya
menjadi epidemi, salah satu target utama pemerintah adalah untuk tetap
menjalankan agenda dari kebijakan mereka sesuai dengan yang telah
dijadwalkan. Pada beberapa tahun terakhir, pusat perhatian pemerintah pun
sudah berfokus kepada kendala yang diasosiasikan dengan implementasi
kebijakan atau yang disebut dengan keadaaan yang berlubang (Rhodes,
1997). Metafora ini yang memicu para peneliti terdahulu untuk melihat dan
mengkaji mekanisme control terbaik bagi pemerintah dengan kondisi
desentralisasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah untuk

menjalankan agenda kebijakan mereka.

Dari berbagai alternatif mekanisme pengontrolan yang ada, ada satu metode
yang dikenal dengan nama metagovernance. Metagovernance adalah konsep
yang ditempatkan 'di atas' tiga gaya tata kelola utama. Dibutuhkan
pendekatan multi-perspektif, atau dikenal dengan 'sudut-pandang helikopter".
Konsep ini dapat dianggap sebagai proses negosiasi antara konsep tata kelola
kompetitif, pemerintahan otoritatif, dan pemerintahan kooperatif (Aretnsen,
2001). Istilah metagovernance pertama diciptakan pada tahun 1997 sebagai
"kordinasi dari berbagai bentuk konsep pemerintahan dan memastikan tingkat
koherensi paling minimum antar mereka” (Jessop, 2003). Rhodes (1997)
berpendapat bahwa pemerintah dapat memilih di antara tiga 'struktur

pemerintahan': hierarki, pasar, dan jaringan.

Metagovernance adalah sarana untuk menghasilkan beberapa tingkat tata
kelola terkoordinasi, dengan merancang dan mengelola kombinasi yang baik
dari tata kelola hierarki, pasar dan jaringan, untuk mencapai hasil terbaik dari
sudut pandang mereka yang bertanggung jawab atas kinerja organisasi sektor
public. Lebih luas lagi, metagovernance dapat diartikan sebagai: semua
kemungkinan kombinasi gaya tata kelola disertakan (Kooiman, 2003).
Metagovernance adalah suatu konsep kolaborasi, dimana tatak Kelola
pemerintahan tidak dapat dilakukan sepihak saja dan aka nada bebagai
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limitasi. Wolf (2003) berpendapat bahwa ada beberapa fungsi dari
metagovernance yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh pihak swasta dan
dibutuhkan pihak pemerintah untuk melengkapinya:

* Menyediakan dan menjamin ketersediaan kerangka hukum untuk
menopang regulasi yang akan diaplikasikan oleh pihak swasta.

* Menyediakan “hirarki bayangan” yang artinya pemerintah tidak lepas
tangan dan tetap melakukan pengawasan terhadap regulasi yagn
diterbitkan pihak swasta untuk menjamin bahwa setiap regulasi
memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama

« Sebagai pihak yang mengautorisasi para pelaku yang terlibat dalam
kebijakan yang akan diaplikasikan.

* Mengambil bagian dalam menyediakan lingkungan normatif dan oleh
karena itu legitimasi untuk tujuan pihak swasta;

+ Sebagai penyokong dalam proses monitoring kebijakan da regulasi

» Menghindari eksternalitas negatif dengan menghubungkan upaya swa-

regulasi sektoral yang berbeda satu sama lain.

2.6.1. Metagovernance sebagai manajemen jaringan
Aliran  pemikiran pertama dan paling menonjol menganggap
metagovernance sebagai cara untuk "meningkatkan tata kelola
terkoordinasi” (Sorensen, 2006). Kickert et al (2002) berpendapat bahwa
metagovernance adalah bentuk dari suatu ‘'manajemen jaringan'.
Metagovernance adalah "bentuk tidak langsung dari tata kelola top-down
yang dilakukan dengan memengaruhi proses tata kelola mandiri melalui
berbagai mode koordinasi seperti pembingkaian, fasilitasi, dan negosiasi."
Dalam pendekatan ini, metagovernance bertujuan untuk meningkatkan tata
kelola mandiri (yang terutama dimaksudkan dengan tata kelola jaringan)
dengan menggunakan metode seperti pembingkaian, fasilitasi, dan
negosiasi. ‘Jaringan yang mengatur diri sendiri' adalah focus dari
metagovernance, artinya: mereka secara implisit dianggap sebagai cara
terbaik untuk menyelesaikan (semua) masalah masyarakat. Dari perspektif

itu, logis bahwa mungkin ada metagovernance "terlalu banyak atau terlalu
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sedikit": Terlalu sedikit dan jaringan berisiko menjadi tidak demokratis,
terlalu banyak dan "kapasitas pengaturan mandiri dapat dirusak dan pelaku
jaringan kehilangan minat dan tanggung jawab untuk aktivitas jaringan”
(Nielsen, 2007). Selain itu ada juga konsep metagovernance demokratik,
'‘Metagovernance demokratik' adalah tentang pemerintah yang mengambil
tanggung jawab untuk menuntut partisipasi dari sekumpulan aktor yang
lebih luas dan menjamin bahwa semua kepentingan utama tercermin dalam

jaringan (Hovik, 2005)

2.7 Era New Normal Covid 19
Di Indonesia, adopsi new normal mengemuka pada pertengahan Juni 2020,
diawalidengan pernyataan Presiden Jokowi untuk mempersiapkan diri hidup
berdampingan dengan COVID-19 (kompas.com, 15 Mei 2020).
Sebagaimana halnya gagasan WHO, new normal dalam kacamata
pemerintah merupakan mekanisme transisi untuk mendorong kembali
bergulirnya aktivitas ekonomi dan sosial. Secara operasional, pernyataan
Presiden tersebut diikuti dengan penyiapan berbagai protokol aman dari
COVID-19 yang diperlukan di tempat kerja, lembaga pelayanan publik,
institusi agama, lalu lintas, pariwisata, dan sebagainya. Presiden sendiri
secara simbolis melakukan pengecekan langsung persiapan protokol menuju
kembali ke pembukaan ekonomi di sejumlah tempat, termasuk mall dan
stasiun (suara.com, 26 Mei 2020). Dalam perkembangannya istilah new
normal mendapatkan gugatan, karena dianggap menimbulkan kebingungan
di masyarakat. Respons pemerintah adalah mengubah terminologi menjadi
“adaptasi kebiasaan baru” (tirto.id, 11 Juli 2020). Meskipun secara semantik
memiliki perbedaan, namun substansinya sama, Yyaitu adaptasi berbagai
protokol kesehatan dalam perilaku individu maupun organisasional. Oleh
karena itu istilah new normal dan adaptasi kebiasaan baru, dalam buku ini

dipergunakan secara setara.

New normal bukanlah terminologi yang baru muncul sebagai respons atas
COVID-19. Secara umum, istilah ini merujuk pada hadirnya tatanan baru

sebagai bentuk respons atas situasi krisis. New normal merupakan bentuk
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perubahan yang dipicu oleh krisis dan adaptasi sistem baru yang bisa
mencegah terjadinya kembali atau mempersiapkan diri menghadapi sebuah
situasi krisis. Tatanan baru masyarakat yang terbentuk sebagai akibat situasi
krisis dan pelembagaan sistem manajemen kebencanaan yang lebih
komprehensif (mulai dari mitigasi sampai dengan sistem pemulihan) adalah
gambaran new normal. Tatanan dunia pasca peristiwa 9/11 yang ditandai
dengan ketatnya prosedur pemeriksaan di berbagai tempat (misalnya:
bandara, tempat ibadah, dan kompleks pemerintahan) serta sistem alert atas
kemungkinan ancaman teror juga menggambarkan sebuah sistem new normal
pasca krisis. Lebih jauh, tatanan baru yang muncul sebagai respons atas krisis
tersebut sekaligus merefleksikan perubahan struktur dan relasi kekuasaan.
Secara epistemologis, new normal adalah sinyal perubahan yang bersifat

fundamental.

Definisi new normal yang dipopulerkan oleh WHO dan kemudian diikuti
oleh pemimpin politik/pemerintahan berada di luar orbit epistemologis di
atas. Narasi new normal mengalami pendangkalan makna, karena
disederhanakan sebagai adaptasi protokol perilaku baru baik di tingkat
individu maupun organisasi untuk mencegah penyebaran pandemi. Motif
yang melatarbelakangi adopsi new normal juga sangat pragmatis, yaitu
membuka kembali ekonomi dan normalisasi kehidupan dengan perilaku

baru kesehatan.

Dangkalnya pemaknaan dan simplifikasi new normal sebagai protokol
perilaku ini berlawanan dengan keyakinan banyak kalangan bahwa pandemi
COVID-19 membuka kesempatan lebar bagi munculnya berbagai
perubahan mendasar yang mendorong lahirnya struktur kesetaraan baru
dalam masyarakat (Mas’udi dan Winanti, 2020). Pandemi menjadi struktur
kesempatan untuk transformasi sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan
berkeadilan, karena telah membuka sisi gelap tata kelola sistem yang ada.
Diskusi new normal karenanya tidak semata membahas aspek protokol
perilaku sebagaimana ramai diperbincangkan oleh politisi dan pengambil
kebijakan, namun lebih dalam melihat perubahan apa yang sedang
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berlangsung di berbagai arena sebagai akibat pandemi COVID-19, dan
seberapa kuat perubahan yang berlangsung merombak struktur dan relasi

sosial, ekonomi, dan politik.

Kerangka Pikir

Pada masa pandemi Covid 19 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten
Pesawaran menurun drastis menjadi 442.439 orang, pada tahun sebelumnya
jumlah kunjungan sebelum terjadinya pandemi Covid 19 sebanyak
1.021.518 orang. Berdasarkan masalah tersebut dibutuhkan tata kelola
kebijakan pengembangan pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19
pada era new normal. Salah satunya adalah dengan Destination
Management  Organization (DMO). Fungsi DMO adalah
mengkoordinasikan elemen destinasi (atraksi, amenitas, aksesibilitas, SDM,
citra (image), harga, marketing, maupun lingkungan yang berkelanjutan
(sustainable). Dalam hal ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak
memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam
mengelola sebuah destinasi pariwisata. Berdasarkan uraian pada
permasalahan dan landasan teori tersebut di atas, makadapat diringkaskan

ke dalam gambar kerangka pikir sebagai berikut



Pada masa pandemi Covid 19 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten
Pesawaran menurun drastis menjadi 442.439 orang, pada tahun sebelumnya
jumlah kunjungan sebelum terjadinya pandemi Covid 19
sebanyak 1.021.518 orang

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Nomor:
556/268/1V.04/SK/V1/2020 tentang Petunjuk Teknis Protokol Kesehatan Bagi
Masyarakat di Lokasi Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Umum Dalam Rangka

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

N/
Tata kelola kebijakan pengembangan pariwisata Lampung pasca
pandemi Covid-19 pada era new normal dengan Destination
Management Organization (DMO)

Gambar. 2.1 Kerangka Pikir Penelitian




I1l. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
penelitian Kkualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014)
mendefinisikan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata — kata tertulis atau lisan dari orang — orang dari
perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2014)
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut (Moleong, 2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai
metode yang ada. Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Richie
dalam (Moleong, 2014) merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan
perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan
persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat deskriptif
yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata — kata, gambar, dan bukan
angka — angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.
Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap
apa yang diteliti. Dengan demikian, data yang dihasilkan berasal dari naskah
wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau
memo, dan dokumen resmi lainnya. Deskripsi yang akan dicapai dalam

penelitian ini adalah menggambarkan objek tata kelola kebijakan
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pengembangan pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19 pada era new

normal.

3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber
dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui
kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong L. J., 2014) Fokus
penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat
memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti
dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian
dan data yang diperoleh akan lebih spesifik. Fokus penelitian metode kualitatif
bersifat holistic yang meliputi: tempat, aktor dan aktivitas. Penentuan fokus
didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari
lapangan. Fokus penelitian ini yaitu
1. Hierarchical governance dalam Pariwisata di Kabupaten Pesawaran
2. Market governance dalam Pariwisata di Kabupaten Pesawaran

3. Network governance dalam Pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan agar peneliti
dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang
hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi pada Lokasi penelitian adalah tempat
dimana penelitian dilaksanakan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana
keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti Penelitian ini

berlokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.

3.4 Sumber data
Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpilan fakta yang ada,
dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya. Jenis-jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Berdasarkan hasil wawancara



32

penelitian dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini
harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber
dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi
kepada informan (Moleong, 2017). Wawancara dilakukan kepada
informan yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara
dengan tujuan mengetahui, menganalisis tentang tata kelola kebijakan
pengembangan pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19 pada era new
normal .

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah,
laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang
diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi (Moleong, 2017). Data
sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data mengenai
gambaran umum tempat penelitian yaitu tata kelola kebijakan
pengembangan pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19 pada era

new normal.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber

dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi,

wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1.

Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan
fenomena yang diselidiki. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan
data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi (Sugiyono, 2018). Observasi melibatkan dua komponen vyaitu
pelaku observasi yang dikenal dengan observer dan objek yang
diobservasi dengan mendeskripsikan tata kelola kebijakan pengembangan

pariwisata Lampung pasca pandemi Covid-19 pada era new normal.
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Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan datang
langsung ke Dinas Periwisata Kabupaten Pesawaran untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan secara terstruktur
dengan panduan wawancara yang setiap responden diberi pertanyaan yang
sama dengan panduan wawancara tersebut menggunakan bahasa yang

tidak formal.
Tabel 3.1. Informan Penelitian
No. Nama Subtansi
1. | Bapak Azari - Penyedia Data pengunjung

- Penyedia Data gambaran Umum Dinas
Pariwisata Kabupaten Pesawaran
- Pengawas dalam penelitian

Bapak Aris - Penyedia data  Startegi  Dinas
Pariwisata kabupaten Pesawaran

Sumber : diolah peneliti, 2022
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh
subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi
berbentuk tulisan gambar/karya monumentasi dari seseorang Yyang
merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam
penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen

berbentuk arsip-arsip yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten

Pesawaran .
Tabel 3.2 Dokumentasi Penelitian

No. Dokumen Subtansi

1. Profil Dinas  Pariwisata | Sebagai data untuk gambaran
Kabupaten Pesawaran umum penelitian

2. Data persentase Pengunjung | Sebagai hasil dari penelitian

3. Foto-foto  kegiatan  dinas | Sebagai dokumen dan data
Pariwisata pelengkap penelitian

Sumber : diolah peneliti, 2022
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3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong 2014:248) analisis data adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain. Dalam upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang
penting dan dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam Moleong (2012)
penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara:

1. Reduksi Data (Data Reducation)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk
memahamiyang terjadi,, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/Verfivation).
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
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bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data dimana

Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh (Sugiyono,

2018). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas
Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara
dengan kejadian sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah
dokumentasi.  Triangulasi disajikan dengan menampilkan hasil
wawancara, dokumentasi, dan observasi yang peneliti dapat mengenai
keberadaan dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran. Berikut
ini triangulasi penelitian ini ialah :

2. Uji Keteralihan
Uji keteralihan merupakan membuat laporan, peneliti memberikan uraian
yang rinci, jela dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian
maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian. Bila pembaca laporan
penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam
suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut
memenuhi standar.

3. Uji Kebergantungan
Uji kebergantungan merupakan subsitusi istilah reliabilitas dalam
penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas
ditunjukan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Penelitian ini perlu
diuji kebergantungannya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini
benar atau tidak maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Uji Kepastian
Pada penelitian kualitaif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan
sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka
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penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. Dalam penelitian
ini jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Pada penelitian ini
uji kepastian dilakukan bersama dengan uji kebergantungan namun
terdapat perbedaan, perbedaan terletak pada orientasi penilaiannya. Uji

kepastian digunakan untuk menilai proses penelitian.



5.1

5.1

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Tata Kelola Kebijakan
Pengembangan Pariwisata Lampung Pasca Pandemi Covid-19 Pada Era New
Normal dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Tata Kelola Pariwisata Kabupaten
Pesawaran telah mengunakan konsep metagovernance dengan pengaplikasian one
village one destination pasca covid-19. Dalam masa dimulainya Pandemi Covid-
19 telah memberikan dampak yang sangat buruk pada sektor pariwisata di
Kabupaten Pesawaran. Pandemi yang mulai menyebar di Indonesia sejak Maret
2020 ini menyebabkan sektor pariwisata harus vakum untuk beberapa saat. Hal ini
tentunya sangat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten
Pesawaran, karena sektor pariwisata merupakan sektor yang diunggulkan di
Kabupaten Pesawaran dengan itu Kabupaten Pesawaran membuat strategi daya

Tarik wisata untuk Kembali berwisata.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan peneliti
adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu lebih
dimaksimalkan dalam mendukung konsep metagovernance dan pelaksanaan
program one village one destination di Kabupaten Pesawaran

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel pendukung yang
bisa diuji secara kuantitatif tekait efektifitas dan efisiensi dari kebijakan tata
kelola pariwisata kabupaten pesawaran sehingga dapat memperluas hasil

penelitian
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